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Pembaruan Juli 2026: Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua !, Indonesia
- Meliputi Peristiwa dari 1 April hingga 30 Juni 2026 (Kuartal*¢?Tahun 2026)

Penyiksaan

8 korban dalam 5
kasus

13 korban dalam 4
kasus

38 korban dalam 16

kasus

22 korban dalam 9
kasus

Kebebasan berekspresi

27 korban dalam 5
kasus

15 korban dalam 4
kasus

Lebih dari 7 korban

dalam 4 kasus

Lebih dari selusin

korban dalam 3 kasus

Pembunuhan

7 korban dalam 7 kasus

21 korban dalam 7
kasus

9 korban dalam 4
kasus

24 korban dalam 11
kasus

Penghilangan paksa

3 korban dalam 2
kasus

2 korban dalam satu
kasus

Lebih dari seratus

Lebih dari selusin

Lebih dari selusin

11 dan belasan

kasus

Pengancaman
korban dalam 6 kasus | korban dalam 2 korban dalam 6 korban lainnya
kasus kasus dalam 5 kasus
3 korban dalam 3 1 korban dalam 1 kasus |3 korban dalam 2 Ratusan korban dalam
Kriminalisasi

kasus

3 kasus

Perlakuan buruk

34 korban dalam 11
kasus

40 korban dalam
15 kasus

Lebih dari 22 korban
dalam 6 kasus

Lebih dari 51 korban
dalam 14 kasus

Hak-hak budaya

Ratusan korban dalam

2 kasus

Puluhan korban

dalam 4 kasus

Penahanan dan
penangkapan sewenang-

wenang

75 korban dalam 16
kasus

28 korban dalam 9
kasus

125 korban dalam 32

kasus

37 korban dalam
18 kasus

Kebebasan berkumpul

Lebih dari 27 dalam
5 kasus

14 korban dalam 3
kasus

Lebih dari 6 korban
dalam 3 kasus

Lebih dari puluhan
korban dalam 3

kasus

Semua pelanggaran lainnya
(kesehatan, ketenagakerjaan,
pangan, lingkungan , informasi,
perumahan, persidangan yang adil,

, keyakinan & agama)

8 korban dan
puluhan korban
lainnya dalam 7
kasus

3 dan ratusan korban
lainnya dalam 3 kasus

3 dan ribuan
korban dalam 2
kasus

3 dan puluhan
korban dalam 2
kasus

JUMLAH

118 dan ratusan korban
lainnya dalam 38
kasus

101 dan beberapa ratus
korban dalam 30 kasus

166 dan ribuan korban
lainnya dalam 41
kasus

121 dan ratusan korban
lainnya dalam 45
kasus

Tabel 1: Data pelanggaran dan korban per kuartal. Simbol "+" setelah angka menunjukkan jumlah tertentu (angka yang tercantum) ditambah jumlah tambahan yang

kurang tepat (misalnya, puluhan, beberapa). Setiap kolom merupakan kumpulan data yang independen, yang mencerminkan kemungkinan terjadinya beberapa

pelanggaran per korban atau kasus. Total mewakili jumlah unik per kolom, bukan jumlah agregat.

Listilah Tanah Papua, yang kadang-kadang juga disebut sebagai West Papua, Papua, atau Nugini Barat, merujuk pada bagian barat Kepulauan
Nugini dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari Indonesia sejak tahun 1969. Wilayah ini terdiri dari provinsi-provinsi

administratif Indonesia, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua

Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Konflik yang belum terselesaikan mengenai status politik Papua Barat terus memicu kekerasan serta

pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat.
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Ringkasan

Hak asasi manusia

Dari April hingga Juni 2026, situasi hak asasi manusia di Tanah Papua didominasi oleh operasi militer dan
kekerasan bersenjata di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Operasi keamanan

juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Mimika, Nduga, Yahukimo, dan Lanny Jaya. HRM mendokumentasikan 24
korban dugaan pembunuhan di luar proses hukum selama kuartal tersebut, bersamaan dengan peningkatan
signifikan dalam laporan perlakuan buruk yang terkait dengan operasi pasukan keamanan di dataran tinggi
tengah.

Film dokumenter Pesta Babi (“Pig Feast”), yang mengkaji perampasan tanah adat serta dampak ekstraksi

sumber daya dan operasi militer terhadap masyarakat adat di Papua Selatan, secara resmi dirilis di
saluran YouTube JubiTV pada 22 Mei 2026, setelah lebih dari 1.800 pemutaran publik. Penyelenggara

melaporkan bahwa kampanye pemutaran film, yang berlangsung selama 40 hari sejak 12 April dan
mencapai setidaknya 15.000 penonton di Indonesia dan luar negeri, menghadapi hambatan signifikan,

termasuk intimidasi dan pembubaran paksa di 52 lokasi; beberapa penyelenggara membatalkan acara,

sementara yang lain memindahkan lokasi atau memutar film secara rahasia. Sementara itu, film
dokumenter tersebut telah menarik perhatian nasional terkait situasi masyarakat adat Papua di wilayah

Merauke.

Impunitas tetap menjadi perhatian utama. Sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada para petugas setelah

pembunuhan lima warga sipil di Moanemani tidak berujung pada tuntutan pidana, dan semua petugas yang

dikenai sanksi mengajukan banding. LBH Papua juga mengkritik kurangnya kemajuan dalam penyelidikan
penembakan mahasiswa Ebenius Tabuni di Kota Jayapura pada Oktober 2025. Keluarga Elki Wunungga yang

berusia 16 tahun terus menuntut penyelidikan yang imparsial atas penembakan yang merenggut nyawanya di

Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara.

Sebuah pengadilan militer memvonis bersalah empat prajurit terkait serangan asam terhadap Direktur Kontras,

Andrie Yunus. Meskipun beberapa terdakwa diberhentikan dari dinas militer, organisasi masyarakat
sipil menilai hukuman tersebut terlalu ringan. Parlemen Eropa kemudian menyerukan pertanggungjawaban

atas serangan terhadap Andrie Yunus dan Muhammad Rosidi.

Masyarakat adat juga menghadapi tekanan vyang semakin besar terhadap tanah adat mereka
akibat pembangunan infrastruktur militer, Proyek Strategis Nasional, proyek pertanian skala besar,
ekstraksi mineral, dan penebangan hutan. Di Kabupaten Biak Numfor, masyarakat adat Byak menentang
rencana pembangunan bandar antariksa nasional, sementara masyarakat di Makmakerbo, Kecamatan

Oridek, menentang pembangunan markas batalyon TNI di atas tanah adat yang disengketakan. Di

Kabupaten Merauke, laporan mengenai jumlah ekskavator baru yang diangkut di sepanjang Sungai
Maro mengindikasikan adanya percepatan pembukaan lahan.

Konflik

Konflik bersenjata meningkat secara signifikan selama kuartal kedua tahun 2026. Pada 28 Mei,
organisasi pemantau konflik independen Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) melaporkan

bahwa jumlah korban tewas akibat konflik terus meningkat setiap bulannya sejak awal tahun, dan lebih
dari 40 orangtewas hanya pada bulan Mei saja, dengan warga sipil menyumbang proporsi yang signifikan
dari korban tewas tersebut.

Eskalasi tersebut bertepatan dengan pengerahan personel keamanan tambahan yang terus berlanjut ke Tanah
Papua. Investigasi Project Multatuli, berdasarkan data mobilisasi pasukan yang telah diverifikasi
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melalui dokumen TNI yang internal, memperkirakan bahwa 74.297 tentara dikerahkan di 31 kabupaten di
Tanah Papua. Jumlah ini mencakup 17.780 pasukan non-organik yang dirotasi dari pangkalan-pangkalan di
wilayah lain di Indonesia dengan perkiraan biaya tahunan sebesar 2,34 triliun rupiah, sekitar 113 juta euro.
Termasuk personel kepolisian, jumlah total anggota pasukan keamanan di wilayah tersebut diperkirakan
mencapai 103.196 orang. Angka ini setara dengan sekitar satu petugas keamanan untuk setiap 57 warga
sipil — sekitar enam kali lipat rata-rata nasional — dan 72 personel keamanan untuk setiap pejuang pro-
kemerdekaan yang diperkirakan ada.

Operasi militer di dataran tinggi tengah mencakup penggunaan pesawat tak berawak bersenjata di
kawasan pemukiman sipil, yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait kepatuhan terhadap prinsip

pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Kekerasan bersenjata yang berulang dan kehadiran pasukan keamanan yang

masif mengganggu kehidupan warga sehari-hari serta melumpuhkan layanan kesehatan dan pendidikan di beberapa
kabupaten yang terdampak konflik. Ketakutan yang timbul akibat hal tersebut terus memaksa warga sipil meninggalkan
komunitas mereka. Per 30 Juni 2026, konflik bersenjata dan operasi militer telah menyebabkan lebih dari

125.931 orang mengungsi di seluruh Tanah Papua.

Penggunaan alat peledak yang diaktifkan oleh korban juga tetap menjadi kekhawatiran serius. Antara 1 dan 6
Mei, sebuah operasi TNI di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, dilaporkan menewaskan empat orang

asli Papua, termasuk dua perempuan. Tujuh warga desa kemudian terluka akibat jebakan yang diduga

dipasang oleh personel militer di bawah jenazah. Insiden ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas
terkait dugaan penggunaan alat peledak yang diaktifkan korban oleh anggota TNI di daerah komunitas
masyarakat adat. Menyusul meningkatnya jumlah insiden yang terdokumentasi antara tahun 2023 dan
2025, HRM menerbitkan laporan khusus berjudul No Safe Path Home, yang mengkaji tuduhan-tuduhan

ini dalam kaitannya dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel.

Laporan mengenai penggunaan drone bersenjata terhadap warga sipil juga meningkat. Meskipun penggunaan
drone sesekali telah didokumentasikan selama lima tahun terakhir, beberapa dugaan serangan terjadi selama
periode pelaporan ini. Pada 22 Juni, Makelon Majau (19 tahun) dilaporkan terluka dalam serangan drone

militer di Desa Balamai, Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Pada 18 Juni, serangan serupa di Desa
Danggoa, Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, melukai dua perempuan adat. Pada 6 Juni, Pendite

Weya (18 tahun) dilaporkan tewas akibat ledakan yang diduga diluncurkan dari drone di Desa Wunapunggu,

Kecamatan Melagi, Kabupaten Lanny Jaya. Pada 17 Mei, sebuah drone militer diduga menjatuhkan granat ke

Gereja Katolik St. Paulus di Desa Mbamogo, Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, tak lama setelah
jemaat menyelesaikan Misa pada hari Minggu. Markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kota
Jayapura, Provinsi Papua, juga dilaporkan diserang oleh drone pada 16 Maret.

Pengawasan dan serangan drone akan meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur militer baru.
Pada 5 Juli 2026, tak lama setelah berakhirnya periode pelaporan ini, Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikan Pusat Komando Drone Terpusat di

kompleks Batalyon Infanteri 754/ENK di Timika, Kabupaten Mimika. Fasilitas tersebut diresmikan

bersamaan dengan markas baru Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Il (Kogabwilhan IIl), yang akan
mengelola pusat tersebut. Fasilitas ini dimaksudkan wuntuk berfungsi sebagai pusat komando bagi
kendaraan wudara tak berawak yang akan mendukung operasi TNI di seluruh Tanah Papua, serta
memungkinkan pemantauan terpusat terhadap wilayah operasional. Laporan media menunjukkan
bahwa drone baru dilengkapi dengan kamera inframerah dan sensor termal yang mampu
mendeteksi panas tubuh manusia di hutan lebat dan pada malam hari. Meskipun TNI
mempresentasikan fasilitas ini sebagai bagian dari modernisasi infrastruktur pertahanan nasional
demi perlindungan kedaulatan Indonesia, penggunaan pengawasan berbasis citra termal di wilayah
konflik aktif dengan populasi sipil yang besar menimbulkan kekhawatiran serius terkait pengawasan yang
tidak diskriminatif dan kesulitan dalam membedakan warga sipil dari kombatan.
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HRM mendokumentasikan 36 serangan bersenjata dan bentrokan selama kuartal kedua, dibandingkan
dengan 35 insiden pada kuartal sebelumnya. Kabupaten Puncak mencatat jumlah tertinggi, yaitu sepuluh
insiden, diikuti oleh Kabupaten Intan Jaya dengan delapan insiden. Aksi permusuhan berulang juga tercatat
di Kabupaten Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Mimika, sementara insiden terisolasi terjadi di
Kabupaten Nduga, Maybrat, dan Dogiyai.

Selama insiden-insiden tersebut, HRM mencatat delapan warga sipil tewas akibat aksi TPNPB, tanpa adanya
laporan korban luka sipil yang disebabkan oleh kelompok tersebut. Personel pasukan keamanan
dilaporkan menewaskan 26 warga sipil dan melukai 37 orang selama bentrokan bersenjata atau operasi
keamanan. Angka-angka triwulan ini merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yang
didokumentasikan oleh HRM terkait kematian dan luka-luka warga sipil yang dikaitkan dengan pasukan
keamanan. Di antara para kombatan, sembilan anggota pasukan keamanan tewas dan tiga terluka,
sementara TPNPB dilaporkan kehilangan delapan anggota dan mencatat tiga gerilyawan terluka. Data
komprehensif mengenai kekerasan konflik bersenjata di Tanah Papua tersedia dalam laporan tahunan HRM
2025, yang diterbitkan pada Maret 2026.

Pada 2 Juli 2026, tak lama setelah periode pelaporan, anggota TPNPB dilaporkan menembak dan membunuh

pilot Amerika Serikat Nicholas F. Goselin setelah sebuah pesawat yang dioperasikan oleh PT Associated Mission

Aviation (AMA) mendarat di landasan di Desa Balinggama, Kecamatan Sobaham, Kabupaten Yahukimo,
Provinsi Papua Pegunungan.

Perkembangan politik

Seiring dengan meningkatnya konflik di Tanah Papua dan krisis kemanusiaan yang tetap tidak
ditangani, Pemerintah Indonesia terus memodernisasi angkatan bersenjatanya dan menjalin kerja sama
pertahanan bilateral dengan Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat pada April 2026.

Pada 9 Juni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi besar-besaran terhadap Undang-Undang

Kepolisian Nasional dalam satu sidang pleno saja. Presiden Prabowo Subianto menandatangani rancangan

undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 pada 17 Juni. Organisasi masyarakat

sipil mengkritik kecepatan proses tersebut dan kurangnya konsultasi publik yang berarti, serta
memperingatkan bahwa undang-undang tersebut melanggengkan impunitas dan merusak reformasi
kepolisian yang telah lama dituntut. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut gagal
memperkuat pengawasan yudisial, memperluas penempatan anggota kepolisian aktif di jabatan
pemerintahan sipil, memusatkan kewenangan kelembagaan, dan menyerahkan akuntabilitas sebagian besar
kepada mekanisme internal yang telah berulang kali gagal mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Kasus-kasus

Pembunuhan luar hukum & penghilangan paksa

Seorang warga sipil Papua diduga disiksa kemudian dieksekusi setelah

¢ ditahan oleh anggota militer di Intan Jaya

Antara 29 Juni dan 1 Juli 2026, personel Tentara Nasional Indonesia
(TNI) diduga menyiksa warga sipil Papua, Okto Sani Tigau (19), selama
penahanan dan kemudian mengeksekusinya di Desa Mamba,
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Pendeta Papua tewas selama operasi militer di Intan Jaya

Pada 29 Juni 2026, pasukan keamanan dilaporkan menembak mati Pendeta Elianus
Agimbau (20), seorang pendeta dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), saat sedang
melintasi wilayah Desa Mbamogo, yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Sugapa

dan Agisiga.

Ratusan orang berdemonstrasi di Tolikara, menuntut keadilan atas pembunuhan

seorang warga sipil berusia 19 tahun

Korona Penggu ditembak mati oleh personel pasukan keamanan Indonesia pada 27 Juni
2026 di puncak Gunung Mega (Kubu Belela) di Kabupaten Tolikara. Jenazahnya
disembunyikan di semak-semak pinggir jalan dan baru ditemukan tiga hari kemudian.

Pasukan keamanan dituduh secara sewenang-wenang mengeksekusi anggota TPNPB di Yahukimo =~ T e

Pada 17 Juni 2026, Yosan Suhuniap, seorang pemuda pribumi berusia 20 tahun,
dilaporkan disiksa dan kemudian dieksekusi setelah ditangkap oleh personel pasukan
keamanan gabungan di Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Seorang gadis Papua berusia 18 tahun tewas dalam dugaan serangan drone militer di Kabupaten Lanny Jaya - dua orang

masih hilang sejak operasi pasukan keamanan

N

Seorang gadis Papua berusia 18 tahun bernama Pendite Weya dilaporkan tewas akibat ledakan
' yang diduga diluncurkan dari drone di Desa Wunapunggu, Kecamatan Melagi, Kabupaten Lanny
Jaya, pada pagi hari Minggu, 7 Juni 2026.

Serangan drone terhadap gereja Katolik dan pertemuan adat di Kabupaten Intan Jaya menewaskan satu orang, melukai

empat warga sipil, dan memicu pengungsian massal

Pada 17 Mei 2026, sebuah drone militer Indonesia dilaporkan menjatuhkan granat ke Gereja
Katolik St. Paulus di Desa Mbamogo, Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, tak lama
setelah jemaat menyelesaikan misa Minggu. Setidaknya empat warga asli Papua mengalami

luka akibat pecahan peluru setelah ledakan di dalam kompleks gereja.

Pasukan keamanan menembak seorang siswa SMA asal Papua di Kabupaten Dogiyai

Pada 10 Mei 2026, pasukan keamanan diduga menembak mati Nopison Tebai, seorang siswa
SMA berusia 21 tahun, selama operasi keamanan gabungan di Desa Dogimani dan Idadagi,

Kecamatan Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Setidaknya satu orang tewas dan enam penduduk asli Papua terluka akibat tembakan selama operasi

militer di Tembagapura

Pada 7 dan 8 Mei 2026, pasukan militer Indonesia melakukan operasi di kawasan Kali Kabur,
Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang mengakibatkan
setidaknya enam warga sipil terluka dan tewasnya Nalince Wamang, 17 tahun.
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Operasi militer di Kecamatan Omukia, Kabupaten Puncak, menewaskan setidaknya empat orang masyarakat adat

Papua — Tujuh lainnya terluka akibat ledakan saat evakuasi jenazah

R a

TNI melakukan operasi di Kecamatan Omukia, Kabupaten Puncak, antara
“\ tanggal 1 dan 6 Mei 2026, yang dilaporkan mengakibatkan tewasnya empat

Penembakan oleh polisi menewaskan seorang remaja Papua berusia 16 tahun selama

bentrokan antarwarga di Bokondini, Kabupaten Tolikara

Pada 14 April 2026, seorang petugas kepolisian menembak mati Elki Wunungga (16 tahun)
di Desa Mairini, Kecamatan Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Tengah. Insiden tersebut terjadi selama bentrokan kekerasan antara para pelayat

dalam sebuah pemakaman.

Operasi militer terhadap pemukiman pengungsi internal di Kabupaten Puncak menewaskan sebelas warga sipil dan

melukai setidaknya sebelas lainnya

Antara 13 dan 15 April 2026, pasukan keamanan Indonesia diduga melakukan operasi
militer darat dan udara di Desa Guamo, Kecamatan Pogoma, serta di lokasi-lokasi
pengungsian dan beberapa desa di seluruh Kecamatan Kembru, Kabupaten Puncak,
yang mengakibatkan tewasnya setidaknya sebelas warga sipil pribumi dan melukai

setidaknya sebelas lainnya

Operasi militer di Intan Jaya menimbulkan kekhawatiran serius

terkait hak asasi manusia: Eskalasi kekerasan bersenjata

menyebabkan korban sipil baru dan pengungsian massal

Pada 29 Juni, dua warga sipil Papua, Daud Hagisimijau (18 tahun) dan Kiko

Hagisimijau (16 tahun), dilaporkan ditembak oleh personel pasukan
keamanan saat membantu pembangunan Gereja Katolik St. Fransiskus
Xaverius di Desa Titigi.

Sekali lagi, warga sipil terluka dan penduduk mengungsi akibat serangan drone di Desa

Balamai, Intan Jaya

Seorang warga sipil berusia 19 tahun, Makelon Majau, dilaporkan terluka selama dugaan
serangan drone militer Indonesia yang menargetkan Desa Balamai di Kecamatan
Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 22 Juni 2026.

Dua perempuan Papua terluka dalam dugaan serangan drone militer di Desa

Danggoa, Intan Jaya

Dua perempuan Papua, Ibu Otovina Hogajau dan Ibu Agolu Pogau, mengalami luka serius
selama dugaan serangan drone militer Indonesia di Desa Danggoa, Kecamatan Agisiga,

Kabupaten Intan Jaya, pada 18 Juni 2026.
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Seorang pelajar tertembak dan rumah-rumah dibakar habis selama operasi

militer di Kali Biru, Yahukimo

Pada 15 Juni 2026, seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Yustinus Yalak
dilaporkan menderita luka tembak di paha kanannya (lihat foto di bawah,
sumber: aktivis HAM independen) selama operasi militer yang diduga terjadi di

Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Anggota pasukan keamanan gabungan menahan empat warga asli Papua secara sewenang-

wenang — salah satu tahanan diduga disiksa selama penahanan

Pada 10 Juni 2026, anggota Satuan Tugas Kepolisian Habema dan personel Korps Marinir secara
sewenang-wenang menangkap empat warga sipil Papua di pos pemeriksaan keamanan di Jalan

Seradala, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Tengah.

Pasukan keamanan gabungan diduga menyiksa empat orang Papua, termasuk seorang anak di bawah umur, selama

penahanan di Dekai, Kabupaten Yahukimo

Pada 10 Mei 2026, personel pasukan keamanan gabungan menahan secara
sewenang-wenang empat warga asli Papua di Jalan Kurima, Dekai, Kabupaten
Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Anggota pasukan keamanan
menangkap dan dilaporkan menyiksa Bapak Kablik Giban (46), Bapak Matius
Giban (18), Bapak Toni Giban (43), serta seorang remaja berusia 14 tahun
selama masa penahanan.

v t";’:“”‘— -

ST polisi dilaporkan menembak tujuh siswa selama kerusuhan sipil yang terjadi setelah pawai

kelulusan di Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah

Pada 5 Mei 2026, petugas kepolisian melepaskan tembakan ke arah para demonstran
dan melukai setidaknya tujuh warga sipil dengan peluru, sebagian besar di antaranya
adalah siswa SMA yang sedang mengadakan pawai untuk merayakan kelulusan

sekolah mereka di Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan.

Tiga petugas polisi menyiksa seorang warga desa Papua selama penahanan di Markas Polisi Demta

Petugas Kepolisian Kecamatan Demta menahan Agustinus Burame (30 tahun) di Kecamatan
Demta, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada 4 Mei 2026. Selama ditahan di kantor polisi,
ia diduga dipukuli oleh tiga petugas polisi, sehingga menderita luka serius di kepala dan

tubuhnya.

' < ” Seorang petugas polisi diduga memukul seorang wanita saat kecelakaan sepeda motor dan
menembaki orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian di Dekai

Ibu Nelly Wenda mengalami luka-luka kritis setelah diduga ditabrak sepeda motor yang
dikendarai oleh dua anggota Kepolisian Kabupaten Yahukimo di Dekai, Kabupaten
Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 3 Mei 2026. Para saksi menuduh para petugas
tersebut dalam keadaan mabuk pada saat kecelakaan itu terjadi.
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Penahanan sewenang-wenang, intimidasi, dan kriminalisasi

Pasukan keamanan menahan secara sewenang-wenang seorang penduduk asli Papua di Intan Jaya

Pada 24 Juni 2026, anggota pasukan keamanan gabungan menahan secara
sewenang-wenang seorang masyarakat adat Papua, Bapak Paskalis Pogau, di pusat
Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Seorang warga sipil dilaporkan ditahan secara sewenang-wenang selama operasi
gabungan TNI-POLRI di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 19 Juni 2026.

Penduduk asli Papua ditangkap secara sewenang-wenang di Dekai

Seorang pria asli Papua dilaporkan ditahan secara sewenang-wenang oleh anggota Korps
Marinir Indonesia (Marinir) di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 17 Juni 2026. Menurut
informasi yang diterima, korban, Heri Sohona Bahabol, yang juga dikenal sebagai Heri Asuk,
ditangkap tanpa penjelasan

Petugas kepolisian menangkap mahasiswa Papua tanpa surat perintah di Pelabuhan

Jayapura - Tersangka diduga disiksa selama penahanan

Pada 11 Juni 2026, petugas intelijen dan polisi secara paksa menangkap mahasiswa
berusia dua puluh tiga tahun, Roy Suhuniap, di Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua. Suhuniap baru saja tiba di Jayapura dengan menumpang Kapal Gunung

Dempo.

Pejabat negara diduga mengintimidasi aktivis lingkungan setelah aksi protes Hari

Lingkungan Hidup Sedunia di Sorong Selatan

Pada 5 Juni 2026, sekelompok aktivis lingkungan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi
Papua Barat Daya, diduga menjadi sasaran intimidasi, ancaman, dan satu insiden
penyerangan fisik setelah melakukan aksi protes damai dalam rangka Hari Lingkungan

Hidup Sedunia di Kantor Bupati Sorong Selatan.

Serangan drone yang diduga merusak rumah dan kebun warga di Nduga

Antara 31 Mei dan 4 Juni 2026, pasukan militer Indonesia dilaporkan melakukan
serangkaian serangan udara menggunakan kendaraan udara tak berawak (drone) di
Desa Yuguru, Kecamatan Mebarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Personel militer menahan dua orang masyarakat adat Papua secara sewenang-wenang di Pos

TNI di Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya

Personel militer dilaporkan menangkap Bapak Erner Kobogau, seorang petani berusia 24
tahun, tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan di Kota Sugapa, Kabupaten Intan
. Jaya, pada 29 Mei 2026.
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Personel militer menahan dua siswa tanpa surat perintah di Dekai, Yahukimo -

Kerabat tidak dapat memastikan keberadaan mereka

Pada 26 Mei 2026, anggota Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI-
AL) diduga menangkap dua siswa Papua, Atinus Payage (16) dan Aman
Heluka (17), di kawasan Paradiso, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi
Papua Tengah

Penahanan sewenang-wenang, dugaan penyiksaan, dan intimidasi terhadap aktivis KNPB di Dekai,

Kabupaten Yahukimo

Pada 19 Mei 2026, pasukan keamanan gabungan Indonesia menangkap Bapak Ruben Kobak,
Kepala Bidang Diplomasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Cabang Daerah Yahukimo, di Kota
Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, Yosua Segenil, diduga ditangkap secara sewenang-
wenang oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) pada 2 Mei 2026, sekitar pukul 15.00 di Jalan Kurima (Kali Biru) di Dekai, Kabupaten
Yahukimo.

Personel TNI menahan empat aktivis tanpa surat perintah di

Kabupaten Boven Digoel

Pada 1 Mei 2026, anggota Kodim 1711/Boven Digoel diduga menahan empat
aktivis politik di halaman Gereja Katolik Hati Maria Tak Bernoda di Desa
Mawan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Selatan.

Penangkapan sewenang-wenang terhadap pasien rumah sakit di Dekai, Kabupaten Yahukimo

Pada 29 April 2026, anggota Satuan Polisi Khusus Penjaga Perdamaian Cartenz dilaporkan menangkap Natan Heluka (21
tahun) di Kilo 4, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Tentara Indonesia diduga menggerebek rumah-rumah dan mengintimidasi warga di Yahukimo

Personel militer Indonesia dari unit Korps Marinir diduga melakukan penggerebekan sebelum fajar di
dua rumah warga sipil di kawasan pemukiman Kebun Nenas di Jalan Kali Merah, Dekai, Kabupaten
Yahukimo, pada malam hari tanggal 25 April 2026 sekitar pukul 03.00.

Penahanan sewenang-wenang terhadap dua warga Papua di Kabupaten Sorong Selatan

Pada 15 April 2026, anggota pasukan keamanan gabungan secara sewenang-wenang menangkap
Moses Worait dan Lukas Ky di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di sebelah Kantor Polisi
Sorong Selatan di Kecamatan Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya.

Anggota militer menahan tujuh warga asli Papua secara sewenang-wenang di Kecamatan Beoga Timur, Kabupaten
Puncak

Pada 15 April 2026, personel militer Indonesia diduga menahan tujuh warga asli Papua dari desa Kimurik dan Pupet
tanpa surat perintah di Kecamatan Beoga Timur, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
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Anggota Korps Marinir secara sewenang-wenang menahan dan menyiksa lima warga asli Papua di Kabupaten Yahukimo

Pada 4 April 2026, personel Korps Marinir (TNI-AL) dilaporkan menahan Yepi Magayang (25) dan Kayas Nepsan (23).
Eri Odban (20 tahun), Enias Magayang (18 tahun), dan Akilis Osu (22 tahun) tanpa dasar hukum di Jalan Gunung,
Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Dataran Tinggi Papua.

Kebebasan berekspresi, serta kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai

Dua mahasiswa Papua mengalami cedera di kepala saat para penentang

demonstrasi membatasi aksi unjuk rasa damai mahasiswa di Makassar, sementara

yang lain mengalami luka ringan

Pada 29 Juni 2026, dua mahasiswa Papua dilaporkan terluka selama
demonstrasi damai yang diselenggarakan oleh Forum Solidaritas Mahasiswa
untuk Rakyat Papua (FSMP-PRP) di Makassar setelah mereka diduga diserang
oleh anggota kelompok nasionalis sayap kanan.

Militer membubarkan pemutaran film dokumenter di Ternate

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan membubarkan pemutaran
publik film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara, pada 8 Mei
2026. Pemutaran tersebut dihentikan secara paksa karena anggota militer
menganggap film dokumenter tersebut provokatif dan berpotensi memicu
ketegangan etnis dan agama yang sensitif.

Pihak berwenang membubarkan pemutaran film dokumenter di Universitas Mataram

Pada malam hari tanggal 7 Mei 2026, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil
berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Mataram untuk pemutaran publik
film dokumenter *Pesta Babi — Kolonialisme di Zaman Kita*, yang dilanjutkan dengan
diskusi publik. Wakil Rektor Il Sujita dan puluhan petugas keamanan kampus
memerintahkan panitia untuk membatalkan acara tersebut.

Pasukan keamanan membubarkan aksi protes

damai mahasiswa dengan gas air mata di kawasan pemukiman di Jayapura

Pada 27 April 2026, pasukan keamanan gabungan secara brutal
membubarkan demonstrasi damai mahasiswa yang diselenggarakan oleh
Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) di Waena dan Abepura, Kota
Jayapura, Provinsi Papua.

Pelanggaran lainnya

Penduduk transmigran dan Suku Moi Aresi menggugat perusahaan kelapa sawit

atas dugaan penggunaan lahan yang melanggar hukum di Sorong

Sengketa tanah yang melibatkan PT Inti Kebun Sejahtera (PT IKS) memanas pada
Juni 2026 ketika mantan penduduk transmigran di Desa Klasof, Kecamatan
Moisegen, dan Suku Aresi yang merupakan masyarakat adat, mengajukan upaya
hukum atas pendudukan dan penggunaan tanah mereka secara ilegal untuk

perkebunan kelapa sawit.
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Masyarakat adat Byak memprotes rencana pembangunan pelabuhan antariksa nasional karena

dugaan pelanggaran hak atas tanah adat

Masyarakat adat Byak di Desa Saukobye (Warbon), Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak
Numfor, melakukan serangkaian aksi adat damai selama bulan Juni 2026 untuk menentang
rencana pembangunan Pelabuhan Luar Angkasa Nasional Indonesia.

Komunitas adat menentang dugaan pengalihan tanah adat untuk pangkalan militer di Biak

Numfor

Komunitas adat di Desa Makmakerbo, Kecamatan Oridek,
Kabupaten Biak Numfor, telah menentang pembangunan markas
Batalyon Infanteri TNI Yonif TP 858/MSB melalui proses adat,
pengaduan ke Komnas HAM, dan advokasi di hadapan Dewan
Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP).

Intervensi militer terhadap blokade yang dilakukan masyarakat adat Kamuyen terhadap proyek jalan yang

disengketakan di Merauke

Pada 23 Mei 2026, anggota masyarakat adat Kamuyen dilaporkan melakukan blokade
damai terhadap pembangunan proyek jalan sepanjang 135 kilometer yang melintasi
tanah adat mereka di Desa Nakias, Kecamatan Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi
Papua Selatan.

Komunitas adat Kwipalo menentang dugaan pembukaan lahan di tanah adat di Merauke

Pada 15 Mei 2026, pemilik tanah adat dari marga Kwipalo dilaporkan berkonfrontasi dengan
pekerja PT Murni Nusantara Mandiri (MNM) di Dusun Muchikai, Kecamatan Jagebob,
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, setelah perusahaan tersebut diduga terus
melakukan pembukaan lahan adat milik marga tersebut.

Tentang Human Rights Monitor
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